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JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INSTR-001/J3.2/12/1°978,

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Surat Menteri Pertanian No.:586/Mentan/VIII/1978
tanggal 25 Agustus 1978, perihal pemilikan/peme-
Iigaraan satwa-satwa liar yang dilindungi Undang
un Bng. Y

Dierenbeschermings Ordonnantie 1931 (LN.1931 No.
134) jo Dierenbeschermings Verordening 1931 (LN.
1931 N0.266), tentang jenis-jenis Binatang Liar
yang dilindungi.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No.:327/Kpts/
Um/5/1978 tanggal 29 Mei 1978, tentang Penetapan
Tambahan jenis-jenis Binatang Liar yang Telah Di
lindungi.

KEPPRES No. 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokaok Or
ganisasi Kejaksaan Agung.

Keputusan Jaksa Agung No.: KEP-088/J.A/10/1977 -
tanggal 3 Oktober 1977.

Dalam rangka pedaksanaan . pengamanan dan pe-
nyelamatan fauna oleh Pemerintah cq. Departemen

Pertanian, khususnya mengenai jenis-jenis fauna
yang dilindungi oleh Undang-undang, maka Kejaksa
an berkewajiban mensukseskan program Pemerintah

tersebut,

Kepada pejabat-pejabat/pegawai-pegawai didalam
lingkungan Kejaksaan perlu diinstruksikan untuk
tidak memiliki/memelihara satwa-satwa liar yang
dilindungi oleh Undang-undang.

Guna perwujudannya perlu mengeluarkan Instruksi
Jaksa Agung.

MENGINSTRUKSIKAN

A : SELURUH PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN,

:-1, Tidak memiliki/memelihara satwa-satwa liar yang

dilindungi oleh Undang-undang dan jika ada, agar
menyerahkannya kepada Seksi Perlindungan dan Pe-
ngawetan Alam setempat.

2. Agar ® 6% &8 &8 e e e s s
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H'Y'l‘ .

TEMBUSAN :

ARSIP .-

2. Agar Instruksi ini diindahkan dan dilaksanakan.

Selesai., -

Dikeluarkan di : Jakarta.
Pada tanggal ¢ 25 Desember 1978.




